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Abstrak
 

Konsensus nasional Political Will dari DPR untuk penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari

korupsi kolusi dan nepotisme, telah diundangkan melalui TAP XI/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1998

dan diatur lebih lanjut dengan UU No. 28/1999 tanggal 19 Mei 1999 dan UU No. 31/1999 tanggal 16

Agustus tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menggantikan UU No. 3/1971 yang lama. Hal ini

merupakan babak baru dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia dengan memanfaatkan

momentum era reformasi.

 

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (anti corruption strategy) secara sistematis di Indonesia_

telah sejak lama dilakukan, karena dirasakan korupsi sudah sangat membahayakan pembangunan. yaitu

sejak tahun 1957 mulai dengan peraturan penguasa militer, penguasa perang pusat, TPK, Komisi 4, Opstib,

sampai era reformasi dengan dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN)

pada tanggal 13 Oktober 1999 dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) pada

tanggal 23 Mei 2000.

 

Kejaksaan Agung sebagai lembaga penuntutan satu-satunya di Indonesia (legal monopoly) mempunyai

tanggung-jawab moral dan hukum untuk berjuang memberantas korupsi dan menegakkan supremasi hukum

yang responsif dengan rasa keadilan masyarakat. Tuntutan dan harapan masyarakat sangat besar diletakkan

di pundak Kejaksaan Agung, untuk mengusut tuntas dugaan adanya korupsi yang merugikan keuangan

negara, dan mulai mengadili kasus-kasus korupsi besar, dan yang menarik perhatian masyarakat (catchs

some big fishes) seperti Kasus Soeharto mantan Presiden RI berkuasa 32 tahun, yang mulai disidangkan

tanggal 31-8-2000.

 

Kinerja Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi selama 5 tahun (1993/1994 s/d 1997/1998) pada

tahap penyelidikan penyelesaiannya hanya 40% (34 kasus) dan sisa tunggakan 60% (50 kasus), tahap

penyidikan penyelesaiannya hanya 38% (9 kasus) dan sisa tunggakan 62% (15 kasus), dan tahap penuntutan

untuk seluruh Indonesia tingkat penyelesaiannya hanya 19% (115 kasus) dan sisa tunggakan 81% (479

kasus). Rata-rata sisa tunggakan kasus sekitar 60%-81%.

 

Pendapat para ahli tentang sebab-sebab terjadinya korupsi dan hambatan pemberantasan korupsi, dijadikan

sasaran analisis yang mendasari perumusan strategi pemberantasan korupsi (anti corruption strategy)

selanjutnya. Strategi secara sistematis itu diharapkan dapat mengendalikan faktor-faktor penyebab korupsi

tersebut.

 

Bertolak dari kenyataan tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan
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pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan Agung, sejauh mana tingkat efektifitas Kejaksaan Agung dalam

pemberantasan korupsi di Indonesia, (apakah telah memberikan hasil/akibat yang maksimal, taxis dari

pertimbangan efisiensi) dan berupaya untuk dapat memberikan strategi alternatif/prioritas yang dapat

meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi (anti corruption strategy).

 

Hasil penelitian penulis ini menunjukkan, bahwa Kejaksaan Agung berada pada kondisi di dua lingkungan

yaitu lingkungan internal dan eksternal. Hal mana telah memberikan pengaruh terhadap kinerjanya.

Pengaruh sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat bisa berasal dari internal maupun eksternal.

Yang berasal dari faktor internal berupa faktor kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), dan yang

berasal dari faktor eksternal berupa faktor peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Pendekatan analisis

SWOT berupaya untuk merumuskan strategi yang sesuai (best solution) untuk diterapkan dalam upaya

mencapai sasaran dan goal yang diinginkan. Ada beberapa strategi alternatif yang dirumuskan, namun

berdasarkan urgensi penanganannyalskala prioritas kepentingannya, maka direkomendasikan untuk

memakai strategi WO untuk strategi jangka pendek dan strategi SO untuk strategi jangka panjang.

 

Dari hasil perumusan alternatif strategi SWOT tersebut dengan pendekatan ternyata untuk sasaran strategi

kebijakan prioritas jangka pendek adalah memanfaatkan TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi) (0.408), memperbaiki sarana prasarana/penggajian/fas. kesejahteraan SDM kejaksaan

(0,239), melakukan pengawasan intensif terhadap moralitas, etika profesi/sikap perilaku terhadap SDM

kejaksaan (0,130), mengusulkan independensi kejaksaan/ (Independent Prosecution System) (0,116), dan

memperbaiki/reorientasi sistem manajemen pembinaan (rekrutmen, promosi dan penempatan) SDM

kejaksaan yang profesional dan rasional (0,106). Untuk sasaran strategi kebijakan prioritas jangka panjang

adalah memanfaatkan lembaga ICAC (Independent Commission Anti Corruption)/ Komisi Gabungan

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KGPTPK) (0,415), menetapkan target penyidikan dan penuntutan

(0,366) dan mengusulkan independensi kejaksaan/(Independent Prosecution System) (0,219).

 

Dalam penelitian ini, ternyata dalam strategi jangka pendek maupun strategi jangka panjang memiliki

sensitifitas yang sangat kecil. Artinya, walaupun terjadi perubahan dalam urutan prioritas, temyata urutan

prioritas faktor endogen (strategi kebijakan) tidak mengalami perubahan, hanya perubahan dalam bobot

prioritasnya.

 

Strategi Kebijakan periode jangka pendek dan jangka panjang yang dominan adalah dengan memanfaatkan

keberadaan TGPTPK dan lembaga baru ICAC (Independent Commission Anti Corruption)IKGPTPK,

sehingga diharapkan tercapainya peningkatan efektifitas strategi pemberantasan korupsi (anti corruption

strategy) di Indonesia. Untuk ICAC, disarankan agar konsistensi terhadap sifat komisi yang harus

independenlmandiri kepas dari carnpur tangan pemerintah, melibatkan peranan LSM/masyarakat dalam

penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia. Disarankan, ICAC mempunyai kewenangan terbatas

hanya pada tahap penyelidikan dan penyidikan korupsi saja, sedangkan tahap penuntutan tetap sebagai

wewenang Kejaksaan Agung. Perlu dirumuskan sinkronisasi susunan perundang-undangannya, agar tidak

tumpang-tindih atau menabrak tata tertib hukum positif yang sudah ada.


